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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Desa adalah suatu wilayah yang di tempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan 

masyarakat yang didalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki kesatuan 

masyarakat terendah langsung dibawah camat, dan berhak menyelanggarkan rumah 

tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah 

administratif desa sering digambarkan dengan wilayah yang masih sangat tradisional yang 

jauh dari hiruk pikuk suasana perkotaan dengan suasana politik.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa didalamnya 

disebutkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat 

desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Lahirya undang-

undang tersebut  merupakan sebuah mandat yang diberikan kepada pemerintah untuk 

mengalokasikan dana desa sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa dan mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.  

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang yang ditransfer 

melalui APBD  kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan daftar rincian dana desa tahun 2016 

keseluruhan dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp. 60 Triliun 

yang akan di alokasikan kepada 74.954 desa dan akan disalurkan dalam 2 tahap periode. 

Tahap I dilakukan pada bulan April 2017 dan tahap II pada bulan September 2017. 

(http://kedesa.id) 

http://kedesa.id/
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 Penyaluran dua tahap tersebut dilakukan sesuai dengan diterbitkannya Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, 

penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Untuk bisa mencairkan dana 

desa mendapatkan penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke 

Rekening Kas Desa (RKD) pemerintah desa harus menyerahkan dokumen-dokumen, 

sebagai berikut: 

1. Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun anggaran 

berjalan. 

   Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari 

pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan 

kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan 

pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang di biayai dengan uang desa . 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan Rencana Pembangunan Jangka 

Menegah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah desa melalui proses musyawarah desa yang dilakukan 

oleh aktor-aktor desa yang terkait. RJPM Desa adalah rencana pembangunan jangka 

6 tahun, sesuai rentang kekuasaan seorang kepala desa untuk sekali masa kekuasaan. 

RPJM Desa merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM)  Desa dan  

Rencana Kerja Pemerintah untuk masa 6 Tahun jabatan Kepala Desa, RPJMDes 

setidaknya berisi tentang visi misi kepala desa dan apa yang akan di kerjakan 

kedepan selama masa jabatannya. Di dalam RPJMDes terdapat arah kebijakan 

pembangunan desa, rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintah 

desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan apa saja kegiatan yang bakal di lakukan 

pemerintah desa. Sedangkan untuk mendapatkan pencairan dana desa maka 
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pemerintah desa harus lebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKP-Des). RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa dalam masa 1 (satu) 

tahun. RKP-Des ini harus sesuai dengan yang ada dalam penjelasan RPJMDes . RKP 

desa disusun mulai bulan juli dan maksimal di tetapkan pada september tahun 

berjalan.  

2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya yaitu laporan 

mengenai rincian banyaknya anggaran dana desa   yang telah di gunakan pada 

tahun sebelumnya sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Dengan adanya 

laporan penggunaan anggaran ini dapat diketahui  besarnya anggaran yang di 

gunakan dan dipergunakan untuk apa saja.  

Pemerintah Mengacu pada persyaratan pertama yaitu menyerahkan dokumen 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun berjalan yang terdiri dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tahun 

berjalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa Paragraf 1 pasal 29 disebutkan bahwa Desa menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Desa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 

Rencana Kerja Pemerintah  Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi 

dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana 

kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota 

Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan 

September tahun berjalan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi dasar penetapan 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa.  
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Dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah disebut pula sebagai proses 

formulasi kebijakan publik. Formulasi kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan publik 

karena merupakan tahap yang paling penting sebelum di lakukannya implementasi dan 

evaluasi dalam sebuah kebijakan. Dalam formulasi kebijakan terdapat dua kegiatan 

perumusan kebjakan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif 

kebijakan yang dipilih dan hasilnya berupa kesepakatan yang disetujui. Kegiatan yang kedua 

yaitu suatu keputusan kebijakan yang mencakup tindakan yang dilakukan seorang pejabat 

maupun lembaga untuk menyetujui, mengubah bahkan menolak alternatif kebijakan yang 

telah dipilih. Dalam proses formulasi kebijakan tentu saja terdiri dari beberapa tahap yaitu 

input, proses dan output yang di pengaruhi oleh linkungan baik itu lingkungan eksternal 

maupun lingkungan internal.  

Proses formulasi Kebijakan Rencana Kerja pemerintah Desa berpedoman pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pembangunan Desa. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa harus disusun 

sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu 

indikatif desa dan rencana kegiatan pmerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 

daerah kabupaten/kota. Pagu indikatif merupakan perkiraan jumlah maksimum anggaran 

yang diberikan kepada kementerian/lembaga untuk setiap program sesuai dengan prioritas 

pembangunan yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan 

dalam penyusunan RKP-Des. 

Dalam musyawarah proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa kepala desa 

harus mengikutsertakan masyarakat desa hal ini tertulis jelas di dalam pasal 30 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014. Semua kegiatan 

penyususan dilakukan dalam suasana musyawarah desa. Adapun unsur-unsur dari 
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masyarakat desa ini, antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, kelompok 

tani, kelompok nelayan, kelompok pengerajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati 

dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin dan kelompok-kelompok masyarakat 

lain sesuai dengan kondisi budaya masyarakat desa, selain itu juga unsur masyarakat dapat 

disesuaikan dengan kondisi budaya sosial desa. Rencana kerja pemerintah desa di tetapkan 

dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.  

Berdasarkan rincian pembagian dan penetapan dana desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dalam Kabupaten Banyuasin 

dapat dilihat besarnya pembagian dan penetapan dana desa di Kecamatan talang kelapa 

tahun 2017.  Desa Sungai Rengit adalah desa yang menerima dana desa terbesar ketiga dari 

enam desa di kecamatan Talang Kelapa pada tahun 2017 dengan jumlah pagu dana desa 

sebesar RP. 834.597.893. Sedangkan desa yang menerima dana desa terbesar pertama dan 

terkecil adalah desa Kenten Laut dan desa Talang Buluh.  

Tabel 1.1 Rincian Pembagian dan Penetapan Dana Desa yang Bersumber Dari  

    APBN Untuk Desa Dalam Kecamatan Talang Kelapa Tahun 2017 
Kecamatan Nomor Rekening Kas Desa Desa Pagu Dana Desa 

Talang 

Kelapa 

167.09.05607 Sungai Rengit 834.597.893 

167.09.12502 Pangkalan Benteng 782.110.325 

167.09.13036 Gasing 839.751.110 

167.09.12521 Talang Buluh 774.416.300 

167.09.09097 Sungai Rengit 

Murni 

802.421.297 

167.09.08281 Kenten Laut 899.147.927 

Sumber : Peraturan Bupat Banyuasin No 08 Tahun 2017 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Desa Sungai Rengit, hal 

ini berdasarkan dari data rincian pembagian dana desa di kecamatan Talang Kelapa Tahun 

2017 yang memperlihatkan bahwa desa Sungai Rengit merupakan salah satu desa yang 

menerima dana desa terbesar ketiga setelah desa Kenten Laut dan desa Gasing. Selain itu 

pula pemilihan fokus penelitian di Desa Sungai Rengit ini dipengaruhi oleh faktor lain yaitu 

kemudahan akses untuk menjangkau Desa Sungai Rengit sebagai tempat penelitian serta 
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kemudahan memperoleh data hal inilah yang menjadi alasan pemilihan desa Sungai 

Rengit sebagai fokus penelitian ini.  

Untuk pencairan dana desa setiap pemerintah desa di wajibkan untuk membuat 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai 

salah satu syarat administratif desa untuk mendapatkan dana desa. Pembuatan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) ini tentu saja di lakukan oleh pemerintah desa Sungai 

Rengit. Namun pada kenyataannya apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak 

semuanya dapat berjalan dengan mulus, berdasarkan data observasi awal yang didapat oleh 

peneliti di lapangan dalam proses formulasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Sungai Rengit 

di temukan beberapa masalah diantaranya sebagai berikut: 

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sungai Rengit Tahun 2017 

Dibuat Hanya Berdasarkan Kebutuhan Dan Berpedoman Dari Pengalaman 

Tahun Lalu. 

Berbicara mengenai pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKP-Des) tahun2017 yang dilakukan desa Sungai Rengit berdasarkan hasil 

wawancara yang telah dilakukan kepada sekretaris desa Sungai Rengit pada tanggal 16 

Oktober 2017 beliau mengatakan bahwa:  

“ Kami hanya menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sesuai dengan 

kebutuhan bagi desa kami, pada dasarnya kami membuat Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) Desa sesuai dengan petunjuk teknis tapi sulit untuk diterapkan 

karena kondisi yang sulit menerapkannya secara utuh sehingga tidak terlalu 

berpatokan secara menyeluruh mengenai pedoman dalam penyusunan RKP Desa 

dan lebih berpatokan pada pengalaman penyusunan RKP Desa tahun-tahun 

sebelumnya” 

 

Padahal idealnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa harus disusun sesuai dengan informasi dari 
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pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana 

kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.  

2. Adanya Keterlambatan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa 

Sungai Rengit Tahun 2017 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bagian ketiga penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa paragraf 1 pasal 29 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa 

ditetapkan dengan peraturan pemerintah desa paling lambat akhir bulan September tahun 

berjalan.  

Namun dari hasil wawancara yang dilakukan langsung pada tanggal 16 Oktober 2017 

mengenai kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 Desa Sungai 

Rengit terhadap Sekretaris Desa Sungai, beliau mengatakan bahwa Pembahasan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 dilaksanakan sekitar bulan September-Oktober 2017. 

Hal ini juga dapat dilihat dari dokumen lembar pengesahan yang terlampir dalam Rencana 

Kerja Pemerintah Desa Sungai Rengit Tahun 2017 terlihat bahwa Rencana kerja ditetapkan 

pada bulan januari tahun 2017.  

3. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sungai Rengit Tahun 2017 

Tidak Mengikut Sertakan Komponen Masyarakat  

Selain itu juga telah dijelaskan bahwa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dalam 

penyusunan RKP-Des harus mengikutsertakan unsur-unsur desa, namun dalam 

implementasinya keikutsertaaan masyarakat tidak secara komprehensif dari setiap golongan, 

hal ini dilihat dari daftar hadir penyusunan RKP-Des Tahun 2017.  
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Tabel 1.2 Daftar Komponen Masyarakat Desa Sungai Rengit 

 
NO PEJABAT ADMINISTRASI JUMLAH 

1 Kepala Desa 1 

2 Sekretaris 1 

3 Bendahara Desa 1 

4 Kepala seksi 3 

5 Kepala dusun 4 

6 Ketua RT 40 

7 BPD 11 

8 LPM 12 

9 PKK 4 

10 LINMAS 10 

11 Petani 723 

12 Buruh Tani 46 

13 Pedagang 40 

14 Wirausaha 8 

15 Karyawan Swasta 1.216 

16 PNS/TNI dan POLRI 44 

Sumber: dikelola penulis berdasarkan Profil Desa Sungai Rengit 

Sesuai dengan data komponen masyarakat Desa Sungai Rengit terdiri atas 1 orang 

kepala desa, 1 orang sekretaris, Bendahara, Kepala seksi Pemerintahan, Kepala seksi 

Pembangunan, Kepala seksi masyarakat, 4 Kepala Dusun, 40 Ketua RT, BPD, LPM, 

PKK,LINMAS, tokoh agama, tokoh pendidikan. Berdasarkan daftar hadir peserta 

musyawarah penyusunan RKP Desa (lihat pada lampiran hal. 42) dapat di lihat bahwa 

peserta menghadiri musyawarah sebanyak 33 peserta yang terdiri dari 20 RT, 2 Kepala 

Dusun, 4 BPD, 1 LPM, 1 Kepala seksi Pembangunan, 1 Kepala seksi kemasyarakatan, 1 

Kepala seksi Pemerintahan, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Sebagaimana yang 

dipaparkan dalam permendagri nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan 

idealnya harus mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat yang telah paparkan pada 

penjelasan sebelumnya. Berdasarkan daftar hadir yang terdapat di lampiran dapat diketahui 

masih adanya unsur-unsur masyarakat yang tidak diikutsertakan dalam musyawarah rencana 

kerja pemerintah desa.   

 Berdasarkan penjabaran data diatas dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan-

permasalahan yang terjadi dalam proses formulasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
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Desa (RKP-Des) Desa Sungai Rengit. Sehingga Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai “Proses Formulasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) 

Desa Sungai Rengit Tahun 2017”. 

Peneliti berharap, tulisan ini dapat dijadikan masukan untuk memperbaiki kegiatan 

politik maupaun administrasi di pemerintahan desa terkait dan juga bagi desa yang lain, 

selain itu juga peneliti berharap agar pemerintah pusat dapat lebih peka terhadap 

permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa sehingga dapat saling memperbaiki satu 

sama lain.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu 

Bagaimana Proses Formulasi Kebijakan RKP-Desa Sungai Rengit Tahun 2017 yang 

dilakukan oleh Pemerintah Desa Sungai Rengit? 

C. Tujuan Penulisan  

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui proses formulasi Kebijakan 

RKP-Desa Sungai Rengit 2017 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sungai Rengit 

D. Manfaat Penulisan  

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sesuai 

dengan bidang kajian yang diteliti khususnya ilmu tentang kebijakan publik baik itu 

dalam bentuk kebijakan, program, proyek, ataupun proses pembuatan kebijakan itu 

sendiri 

2. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pembuat kebijakan 

dan instansi yang terkait.
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